


























A. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan ajaran yang syamil (integral), kamil (sempurna) dan 
mutakamil (menyempurnakan) yang diberikan Allah SWT sebagai Pencipta 
Alam beserta seluruh isinya kepada manusia yang diangkatnya sebagai 
pemimpin di bumi, yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara 
materil maupun spiritual. Tugas manusia di bumi ini adalah untuk mengatur 
mekanisme kerja atau aktifitas yang ada, agar dapat bekerja seimbang dan 
adil. Syari’at islam sangat menekankan adanya distribusi pendapatan yang 
merata dengan tetap melihat kemungkinan potensi yang dimiliki 
sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Hasyr ayat: 7 
… ْمُكْنِم ِءاَيِنْغلأا َْيْ َب ًةَلوُد َنوُكَي لا ْيَك 
 
Artinya: ‚kekayaan itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya di 
antara kamu saja.‛1 
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Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan 
pada setiap orang dengan  syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan 
karena  setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan 
resiko. Namun perbedaan tersebut tidak boleh menimbulkan kesenjangan 
yang terlalu dalam antara yang kaya dan yang miskin. Karena perbedaan 
yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syariat islam yang menekankan 
bahwa sumber-sumber daya alam bukan saja karunia dari Allah SWT bagi 
semua manusia, melainkan juga sebuah amanah.
2
 Islam dalam menentukan 
suatu larangan terhadap aktifitas duniawi mempunyai hikmah tersendiri, 
dimana hikmah itu memberikan kemaslahatan, ketenangan, dan keselamatan 
hidup di dunia maupun akhirat. Namun, Islam tidak melarang begitu saja 
kecuali disisi lain ada alternativ yang diberikannya, misalnya larangan 
terhadap riba. Alternativ yang diberikan islam dalam rangka menghapus riba 
dalam praktek muamalah yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan 
pertama berbentuk Shadaqah ataupun al-Qard{ul hasan (pinjaman tanpa ada 
kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat pelunasan). Sedangkan jalan 















Dalam kehidupan di dunia manusia sangat dianjurkan untuk saling 
membantu satu sama lain dalam hal kebaikan, dan memberikan pertolongan 
kepada orang yang membutuhkan. Bentuk pertolongan tersebut juga 
bermacam-macam, diantaranya dengan zakat, infak, shadaqoh serta 
memberikan pinjaman. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat 
al-Maidah ayat: 2 
 ِدَش َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُقَّ تاَو ِناَوْدُعْلاَو ِْثْلإا ىَلَع اُونَواَع َت لاَو ىَوْق َّ تلاَو ِّبِْلا ىَلَع اُونَواَع َتَو ِباَقِعْلا ُدي 
 
 Artinya: ‚Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 





 Qard{ secara etimologi diambil dari kata qarad{a-yaqrid{u-qard{an, yang 
artinya memotong. Sedangkan Qard{ menurut terminologi adalah pemberian 
harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan 
kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, pengembaliannya di 
tetapkan dengan nilai semisal. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, Qard{  adalah 
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pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali 
atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
5
 
Adapun produk pembiayaan diperbankan terbagi menjadi dua, yaitu 
produk pembiayaan konsumtif dan produk pembiayaan produktif. Pertama 
pembiayaan konsumtif adalah pinjaman yang akan habis  untuk memenuhi 
kebutuhannya, kebutuhan pinjaman semacam ini dilakukan oleh orang-orang 
yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu 
kebutuhan primer atau sekunder. Kebutuhan primer seperti makan, minum 
dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder seperti pendidikan, pariwisata 
maupun jasa, yang Kedua adalah pinjaman produktif yaitu pembiayaan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi, pinjaman ini dilakukan oleh para pelaku 
usaha, industrialis, dan para petani. 
 
Aplikasi Qard{ dalam perbankan syariah antara lain untuk Pembiayaan 
Talangan Haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman haji, untuk 
menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat 
pelunasan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) di SISKOHAT (System 
Komputerisasi Haji Terpadu) agar porsi haji yang dimilikinya tetap aman dan 
nasabah sudah mendapatkan kepastian untuk berangkat haji.
6
 Nasabah 
kemudian akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji dalam jangka 
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waktu yang telah ditentukan.
7
 Dengan munculnya produk talangan haji 
tersebut Memicu dewan Syariah Nasional untuk mengeluarkan Fatwa MUI 
No 29/DSN-MUI/ IV/2002. Tentang pembiayaan pengurusan haji, lembaga 
keuangan syariah adalah sebagai berikut : dalam pengurusan haji bagi 
nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa 
(ujrah), jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh LKS tidak boleh 
dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besarnya imbalan ijarah 




Setiap bank syariah berbeda-beda dalam menfasilitasi pembiayaan 
talangan haji ini, mulai dari  peminjaman dana talangan haji atau plafon 
kepada nasabah, jangka waktu melunasinya sampai pada akad yang 
digunakan oleh masing-masing bank syariah. Qard{ pada dasarnya  untuk 
membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Maka 
penulis menguraikan pembiayaan talangan haji, di Bank Mandiri Syariah 
menggunakan dua akad  yang bersamaan yaitu akad Al-Qard{ wa Al-Ijarah, 
dimana akad ini merupakan pemberian dana atau pinjaman oleh  bank kepada 
nasabah yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan jasa dan atas 
pelayanan jasa tersebut bank memperoleh imbalan atau (ujrah) yang sudah 
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disyaratkan diawal, ketentuannya yaitu dengan membayar ujrah dimuka. 
Sedangkan di BRI Syariah, pembiayaan talangan haji hampir sama dengan 
Bank mandiri syariah yaitu menggunakan akad Al-Qard{ wa Al-Ijarah. 
Perbedaannya terletak pada ketentuan teknis talangan haji dan besarnya dana 
talangan. Adapun di BNI Syariah Cabang Surabaya pembiayaan talangan haji 
menggunakan akad Ijarah Multijasa, yang pada prakteknya nasabah 
membutuhkan manfaat jasa berupa nomer seat porsi haji, dari jasa tersebut 
bank BNI syariah mendapatkan ujrah.  
Di BTN Syariah Cabang Surabaya fasilitas yang ditawarkan untuk 
pembiayaan talangan haji yaitu dengan menggunakan Akad Al-Qard{. Untuk 
memenuhi kebutuhannya nasabah mengajukan permohonan ke bank BTN 
Syariah Cabang Surabaya. Dari pembiayaan talangan haji, BTN Syariah 
memperoleh biaya administrasi. Biaya administrasi yang dikenakan kepada 
Nasabah yaitu merupakan imbalan atau fee yang diperoleh BTN Syariah. 
Dan besarnya biaya administrasi berdasarkan pada besarnya jumlah 
pemberian Qard.{  
Berkenaan dengan Praktek Akad Qard{ di BTN Syariah Cabang 
Surabaya sangat  menarik untuk dijadikan penelitian. Dari penjelasan diatas 
dapat diketahui permasalahan mengenai akad pada produk talangan haji yang 
diterapkan oleh BTN Syariah Cabang Surabaya. Dimana akad yang 







(pertolongan). Dari permasalahan tersebut  maka penulis akan menuangkan 
dalam skripsi yang berjudul :  
‚Studi Penerapan Akad Qard{  pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di 
BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam‛  
 
B.  Identifikasi Masalah 
Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat di 
identifikasi sebagai berikut: 
1. Akad yang digunakan oleh bank-bank syariah dalam pembiayaan talangan 
haji. 
2. Imbalan (fee) pada produk talangan haji berdasarkan pinjaman Akad 
Qard{. 
3. Penerapan Akad Qard{ pada produk pembiayaan  talangan haji tahun 2012 
di BTN Syariah Cabang Surabaya. 
4. Perspektif Hukum Islam terhadap penerapan Akad Qard{ pada produk 
talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya. 
 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan paparan identifikasi masalah diatas agar pembahasan 
dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah, maka 







1. Penerapan Akad Qard{ pada produk talangan haji tahun 2012 di BTN 
Syariah Cabang Surabaya. 
2. Perspektif Hukum Islam terhadap penerapan Akad Qard{ pada produk 
talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya. 
 
D. Rumusan Masalah 
Dari pembahasan diatas agar lebih sistematis, maka studi ini 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan Akad Qard{ pada produk talangan haji tahun 2012  
di BTN Syariah Cabang Surabaya? 
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan Akad Qard{ pada 
produk talangan haji tahun 2012 di BTN syariah Cabang Surabaya? 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian Pustaka hakikatnya adalah untuk mendapatkan gambaran 
hubungan topik yang akan diteliti oleh penulis sebelumnya dengan penelitian 
sejenisnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi yang sama. 
Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka dari awal sampai saat 
ini penulis menemukan dan membaca skripsi  antara lain : 
1. Skripsi oleh Yuyun Setia Wahyuni yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam 







multijasa di BNI Syariah‛ yang menjadi perbedaan pada skripsi tersebut 
adalah pembiayaan pada talangan haji menggunakan akad ijarah multijasa. 
Objek dari penelitian tersebut adalah nomor kursi haji yang diberikan bank 
kepada nasabah kemudian bank mendapatkan ujrah atas jasa tersebut.
9
 
2. Skripsi oleh Nur Hasanah, yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam terhadap 
implementasi Akad Qard{ yang dirangkai dengan Akad Ijarah tempat 
penyimpanan barang jaminan Qard{ ‛ pada skripsi tersebut membahas 
masalah akad Qard} (pinjaman). Dimana KJKS BMT NUSYA memperoleh 
imbalan atau ujrah dari barang yang dititipkan sebagai jaminannya.
10
 
3. Skripsi oleh Sulistiawati, yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam terhadap 
Akad Ijarah dengan Sistem Presentase pada Produk Gadai Emas di BNI S 
yariah Cabang Surabaya, difokuskan pada mekanisme pengambilan biaya 
perawatan dengan menggunakan sistem presentase pada akad ijarah yang 
ditinjau dari hukum islam.
11
 
4. Skripsi oleh Mufidah, yang berjudul Aplikasi Gadai (rahn) Emas dengan 
Sistem sewa tempat di PT BPRS Sumekar Sumenep dalam Perspektif 
Hukum Islam, fokus skripsi ini pada aplikasi gadai (rahn) emas dengan 
memakai sistem sewa tempatnya saja.
12
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5. Skripsi oleh Musrifah, yang berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam tentang dua 
akad (Rahn dan Ijarah) dalam satu transaksi di penggadaian syariah 
baba’an Surabaya. Fokus skripsi ini mengkaji proses terjadinya dua akad 
(Rahn dan Ijarah) dalam dsatu transaksi.13 
Disini jelas terdapat perbedaan  pada skripsi yang akan dikaji oleh 
penulis. Dalam skripsi ini penulis membahas masalah Penerapan Akad Qard{ 
pada Produk Talangan Haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya 
dalam Perspektif Hukum Islam. Dimana bank BTN Syariah dalam 
memberikan pembiayaan talangan haji kepada nasabah, bank mendapatkan 
imbalan (fee) yang besarnya ditentukan menurut besarnya jumlah talangan 
haji. 
 
F. Tujuan penelitian 
Yang menjadi tujuan utama  penulis dari penelitian ini antara lain: 
1. Untuk mengetahui penerapan  atau praktek Akad Qard{ pada produk 
talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya. 
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap penerapan Akad 
Qard{ pada produk talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang 
Surabaya. 
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G. Kegunaan penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi 
penulis maupun pembaca antara lain: 
1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 
sumbangsih bagi para praktisi perbankan dan keuangan syariah mengenai 
penerapan akad Qard{ pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang 
Surabaya, sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat islam dan 
khususnya BTN Syariah Cabang Surabaya. 
2. Agar dapat dijadikan rujukan atau refrensi bagi lembaga keuangan syariah 
khususnya BTN syariah cabang surabaya dalam menerapkan Akad  Qard{ 
yang sesuai dengan hukum islam, sehingga tidak terjadi penyimpangan-
penyimpangan peraturan. 
 
H. Definisi operasional 
Untuk memperoleh penjelasan secara operasional  tentang judul 
penelitian skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai 
acuan,menguji dan menelusuri judul tersebut sebagai berikut : 
Hukum islam  : Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan 
orang  mukalaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran 
untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, 







antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan 




Qard{  : Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 
atau diminta kembali atau dengan kata lain 
meminjamkan tanpa mengharap imbalan.
15
 
Talangan Haji  : Pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah yang 
membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah 
haji sesuai prinsip syariah, untuk memperoleh  nomer 





I. Metode Penelitian 
1. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan adalah penerapan akad Qard{ pada produk 
talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya 
2. Sumber Data 
a. Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara 
langsung, adapun sumber primernya yaitu: 
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1) Manajer di BTN Syariah Cabang Surabaya, Suryatama Mahardika. 
2) Junior Consumer Finansing Analist atau teknisi pembiayaan. 
a) Galang mandiri 
b) Diah retna wulandari 
c) dini 
3) Konsumen atau nasabah pembiayaan talangan haji. 
a) Siti Fatimah 
b) Abdul Huzain 
c) Nurul Huda 
d) Yusuf Effendi 
e) Yulianti Pratiwi 
b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur 
yang dapat memperkuat penjelasan penelitian ini dan dokumen-
dokumen BTN Syariah Cabang Surabaya yang berhubungan dengan 
produk talangan haji. 
3. Subyek penelitian 
Subyek penelitian ini adalah BTN Syariah Cabang Surabaya 
yang menerapkan Akad Qard{ pada produk talangan haji 
4. Tehnik Pengumpulan Data 
 Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam 







a. Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data dengan cara 
bertanya langsung (tanya jawab) kepada pegawai BTN Syariah 
Cabang surabaya. 
b. Studi dokumen yaitu pengumpulan data dari dokumen-
dokumen BTN Syariah Cabang Surabaya untuk memperoleh 
data mengenai penerapan akad Qard{ pada produk talangan haji. 
5. Tehnik Pengolahan Data 
  Setelah seluruh data terkumpul akan dilakukan analisa dengan 
 secara tahapan sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data 
terhadap data-data yang diperoleh terutama dari segi 
kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan 
antara satu dengan yang lainnya. 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikakan data 
terhadap yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah 
direncanakan. 
c. Coding, Yaitu usaha untuk mengkategorikan dan memeriksa 
data yang relevan dengan tema riset agar lebih fungsional. 
6. Tehnik Analisis Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 







praktek atau penerapan akad Qard{ pada produk talangan haji, 
yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis 
menggunakan metode ini karena ingin menjelaskan dan 
menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan 
dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika 
induktif, yakni metode yang dipergunakan untuk mengemukakan 
fakta-fakta pada praktek Akad Qard{ di BTN Syariah Cabang 
Surabaya. Dari hasil penelitian tentang akad Qard{ yang bersifat 
khusus menuju yang bersifat umum. Juga menggunakan logika 
deduktif, yakni menganalisa teori-teori terhadap penerapan Akad 
Qard{ menurut hukum Islam kemudian untuk diambil kesimpulan 
yang bersifat khusus dari hasil penelitian. 
 
J. Sistematika Pembahasan 
Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah 
pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut: 
 Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memaparkan latar 
belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 







tentang studi penerapan akad Qard{ pada produk talangan haji di BTN 
Syariah Cabang Surabaya. 
 Bab kedua, dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori 
terhadap pengertian akad Qard{, dasar hukum Qard{, Rukun dan syarat-syarat 
Qard{, barang yang sah dijadikan Qard{, berakhirnya akad Qard{. Pengertian al-
Ijarah, Landasan hukum al-Ijarah, Rukun dan syarat Ijarah. Asas keadilan dan 
Asas kerelaan dalam Islam. 
Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai profil BTN syariah, 
penerapan dari akad Qard{ pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang 
Surabaya, yang melatar belakangi adanya produk talangan haji, prosedur 
permohonan talangan haji, kebijakan pembiayaan dan analisa pembiayaan. 
Bab keempat, merupakan analisis dari studi penerapan akad Qard{ pada 
produk talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam perspektif 
hukum Islam. 
 Bab kelima, merupakan bagian akhir skripsi yang berisi penutup, 











BAB   II 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  TENTANG AL-QARD{,{ IJARAH, 
ASAS KEADILAN DAN ASAS KERELAAAN  
 
A. al-Qard{ 
1. Pengertian al-Qard{ 
Secara etimologi Qard>{{ merupakan al-qhat’u yaitu potongan. 
Sedangkan secara terminologi Qard{ berarti menyerahkan uang kepada orang 




Selain pengertian diatas para ulama fiqih mengemukakan 
pendapatnya tentang makna dari  al-Qard{ antara lain sebagai berikut: 
a. Menurut ulama Hanafiyah 
 Qard{ adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti 
dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain Qard{ merupakan suatu 
transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki 
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kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan 
itu.
18
   
b. Menurut ulama Malikiyah 
 Qard{ adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai 
imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.
19
 
c. Menurut ulama Syafi’iyah 
 Qard{ adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu 
yang sejenis atau sepadan.
20
 
d. Menurut ulama Hanabilah 
 Qard{ adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan 
dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya. 
e. Menurut Dewan Syariah Nasional  
 Qard{ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid{) 
yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang 
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No 19/DSN-MUI/IV/2001 menetapkan ketentuan 
tentang Al – Qard{ adalah sebagai berikut : 
1) al-Qard{ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid{{) 
yang memerlukan. 
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2) Nasabah al-Qard{ wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima 
pada waktu yang telah disepakati bersama. 
3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.  
4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang 
perlu. 
5) Nasabah al-Qard{ dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 
6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 
memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka 




f. Menurut Bank Indonesia  
 Qard{ adalah akad pinjaman dari bank (muqrid{) kepada pihak tertentu 
(muqtarid{{) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai 
pinjaman. 
Dari beberapa pengertian Qard{ tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-
Qard{ adalah memberikan harta kepada orang lain (menghutangkan atau 
memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan). Qard{ merupakan 
bentuk muamalah yang berasaskan ta’a>wwun (pertolongan) kepada pihak lain 
                                                          
21
 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Badan Litbang dan 







untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bermaksud membantu tanpa 
mengambil keuntungan pribadi dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau 
harta yang sepadan dengan yang dipinjamkan berdasarkan waktu yang telah 
disepakati bersama. Dan pinjaman yang mendatangkan keuntungan tidak 
diperbolehkan, karena  hal itu sudah keluar dari urgensi akad Qard{ yang 
merupakan akan non komersial. Hal ini dipertegas dengan adanya aturan 
mengenai Qard{ pasal 606 bahwa nasabah Qard{ wajib mengembalikan jumlah 
pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan pasal 
609 juga dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau 




Dibolehkan bagi si muqrid{ mengambil manfaat barang yang 
diutangkanya itu selama keuntungannya tidak datang dari oarang yang 
memberi hutang dan tidak pula disebutkan dalam perjanjian sebelumnya. 




2. Landasan Hukum al-Qard{ 
Adapun hukum memberi hutang atau pinjaman berbeda-beda 
tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi 
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pinjaman itu sunnah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk 
membantu orang lain. Memberi hutang atau pinjaman menjadi wajib jika 
orang yang hendak berhutang (muqtarid{) berada dalam keadaan darurat bagi 
kelangsungan hidupnya. Jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu 
yang membahayakan bagi muqtarid{. Dan memberikan pinjaman bisa haram 
jika diyakini bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk kemaksiatan.
24
 
Berdasarkan fatwa DSN (dewan syariah naisional) bahwa hukum dari 
pinjaman adalah sebagai berikut:
25
 
a. Qard{ menghasilkan penetapan pemilikan, jika seseorang meminjamkan 
mobil, muqtarid{ berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta 
mengembalikannya dikemudian hari. 
b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad Qard{ harus dilakukan 
didaerah tempat Qard{ itu disepakati, penyelesaian akad Qard{ sah 
dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang 
disepakati demikian. 
c. Islam juga mengajarkan agar pemberian Qard{ oleh muqrid{ tidak dikaitkan 
dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh muqtarid{ 
kepadanya. Misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada 
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temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut. 
Namun jika si peminjam (muqrid{) itu memberikan sesuatu sebagai tanda 
terimakasih dan tanpa diminta, hal itu dibolehkan karena dianggap 
sebagai hadiah. 
d. Qard{ juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya 
seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temanya, asalkan 
temannya itu berbelanja ditempatnya. 
 
Dasar hukum al-Qard{  (pinjaman) yang merupakan bentuk tolong 
menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan adalah : 
1. Landasan al-Quran 
Surat al-Hadid ayat: 11  
 ٌيِرَك ٌرْجَأ ُوَلَو ُوَل ُوَفِعاَضُي َف اًنَسَح اًضْر َق َوَّللا ُضِرْق ُي يِذَّلا اَذ ْنَم   
 
 Artinya: ‚Siapakah yang mau meminjamkan kepada allah pinjaman 
yang baik, maka allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak‛26 
Surat al-Baqarah ayat: 245  
 ُوَفِعاَضُي َف اًنَسَح اًضْر َق َوَّللا ُضِرْق ُي يِذَّلا اَذ ْنَم  ِوَْيِلإَو ُطُسْب َيَو ُضِبْق َي ُوَّللاَو ًَةيرِثَك ًافاَعْضَأ ُوَل
( َنوُعَجْر ُت٥٤٥) 
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 Artinya: ‚Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan 
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-
lah kamu dikembalikan.‛27 
 
Ayat diatas menjelaskan tentang hakikat infak dijalan Allah, bahwa  
orang yang berinfak berarti ia telah memberi pinjaman kepada Allah SWT, 
dan Allah akan membayarnya dengan berlipat-lipat ganda. Sama halnya 
dengan memberi pinjaman kepada Allah manusia juga diseru untuk memberi 
pinjaman kepada saudaranya yang sedang membutuhkan dan Allah akan 
memberikan ganjaran delapan belas kali lipat. 
Surat al-Muzammil ayat 20.  
 ْنِم ْمُكِسُف ْنلأ اوُم ِّدَق ُت اَمَو اًنَسَح اًضْر َق َوَّللا اوُضِرَْقأَو َةاَكَّزلا اُوتآَو َةلاَّصلا اوُميَِقأَو َدْنِع ُهوُدَِتَ ٍْيرَخ
( ٌميِحَر ٌروُفَغ َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُرِفْغ َتْساَو ًارْجَأ َمَظَْعأَو ًار ْ يَخ َوُى ِوَّللا٥٢) 
   
Artinya: 
  Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah 
pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu 
perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah 
sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan 
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Surat al-Imran ayat 130. 
( َنوُحِلْف ُت ْمُكَّلَعَل َوَّللا اوُقَّ تاَو ًةَفَعاَضُم ًافاَعْضَأ َابِّرلا اوُلُكَْأت لا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي٠٣٢) 
 
 Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan.‛29 
Surat al-Baqarah ayat : 275 
 َِأب َكِلَذ ِّسَمْلا َنِم ُنَاطْي َّشلا ُُوطَّبَخَت َي يِذَّلا ُموُق َي اَمَك لاِإ َنوُموُق َي لا َابِّرلا َنوُلُكَْأي َنيِذَّلا اوُلَاق ْمُهَّ ن
 ْنَاف ِوِّبَر ْنِم ٌَةظِعْوَم ُهَءاَج ْنَمَف َابِّرلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُوَّللا َّلَحَأَو َابِّرلا ُلْثِم ُعْي َبْلا َا َّنَِّإ ََ َلَس اَم ُوَل َف ىَه َت
 َنوُدِلاَخ اَهيِف ْمُى ِراَّنلا ُباَحْصَأ َكَِئلوَُأف َداَع ْنَمَو ِوَّللا َلَِإ ُُهرَْمأَو (٥٧٥)    
 
Artinya : 
  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Orang –orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Dan orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-

















2. Landasan as-Sunnah  
لوسر لاق : لاق ةريرى بيا نع  برك نم ةبرك نمؤم نع سفن نم ملسو ويلع للها لص للها
ةمايقلا موي برك نم ةبرك ونع للها سفن ايندلا 
 Artinya: ‚Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW siapa 
saja yang menyelamatkan seorang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, 
niscaya Allah pasti akan menolongnya dari kesulitan di hari kiamat.
31
  
Dalam hadis Nabi SAW yang lain adalah : 
 
 ْنَع  ِسََنا  ِنْبا  ٍكِلاَم َاقل:  َلَاق  ُلْوُسَر للها ىَّلَص للها  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  ُتَْيَار  َةَل ْ َيل  ْبي َِيرُْسا ىَلَع  ِبَاب 
 ِةََّنْلْا ًابْو ُتْكَم  ُةَقَدَّصلا  ِرْشَِعب َاِلَِاثَْما  ُضْرَقْلاَو  َةَِيناَمَِثب  َرَشَع  ُلِْيْبِِجَاي ُتْلُق َف اَم  ُلَاب  ِضْرَُقلا  ُلَضَْفا 
 َنِم  ِةَقَدَّصلا  َلَاق  َّنلأ  َلِءا َّسلا  ُلَأْسُي  ُضِرْق َتْسُمْلاَو ُهَدْنِعَو  َلا  ُضِرْق َتْسَي  َّلاإ  ْنِم  ٍةَجاَح. 
 
Artinya:  
 Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW : ‚Aku melihat 
pada waktu malam di-Isra’-kan, pada pintu surga tertulis : shadaqah dibalas  
sepuluh kali lipat dan Qard{ delapan belas kali. Aku bertanya : ‚Wahai jibril 
mengapa Qard{ lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab: Karena peminta-
minta sesuatu dan  ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan 
meminjam kecuali karena keperluan {
32 
 
Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Masud 
Radhiyallahu ‘anh dari Nabi SAW beliau bersabda : 
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  لاإ يْترم اضرق املسم ضرقي ملسم نم ام لاق ملسو ويلع للها لص بىنلا نا دوعسم نبا نع
ةرم اهتقدصك ناك  
 Artinya: ‚Dari ibnu mas’ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda 
‚tidakkah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang 
lainnya sebanyak  dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti 
sedekah satu kali.‛ (riwayat ibnu majah)‛.33  
Berdasarkan hadits di atas, seluruh umat Islam telah ber-ijma’ 
 tentang kebolehan akad Qard{. Akad Qard{ menjadi sunnah dilakukan oleh 
orang yang memberi hutang dan mubah bagi orang yang menerima hutang. 
3. Landasan  Ijma’ 
 Para ulama telah menyepakati bahwa Qard{ boleh dilakukan. Qard} 
diperbolehkan karena Qard{ mempunyai sifat mandub (dianjurkan) bagi 
orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. 
Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup 
tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang 
memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-
meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan 
Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan 
umatnya. Tujuan dan hikmah di perbolehkannya pinjaman tersebut adalah 
memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, karena 
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diantara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada 
kekurangan. dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat 
memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.
34
 
Akad Qard{ bertujuan untuk menolong sesama muslim, bukan untuk 
memperoleh suatu keuntungan pribadi saja. Sehingga para fuqaha sepakat 
bahwa Qard{ yang dipersyaratkan tambahan apapun dalam pengembaliannya 
kepada muqrid{ hukumnya haram. 
 ُلُك  ِضْر َق  َّرَج اًعْف َن  َوُه َف َابِّر   
Artinya : ‚setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.‛35 
 
Hadis di atas menjelaskan bahwa keharaman pada tambahan pokok 
pinjaman atau hutang yaitu jika penambahan tersebut dipersyaratkan pada 
saat melakukan transaksi (penambahan ditentukan diawal). Sedangkan 
penambahan atas pinjaman dibolehkan jika penambahan itu atas inisiatif dari 
muqtarid{ sendiri maksudnya  tidak diperjanjikan diawal akad. Sebagaimana 
hadis Nabi SAW : 
ءاضق مكنسحا مكيرخ وا مكيرخ نم ناف 
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Artinya: ‚Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang paling bagus 
membayar hutangnya.‛36 
Menurut mazhab Hanafi, keuntungan yang dipersyaratkan itu 
diharamkan. Namun jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad, 
maka diperbolehkan.
37
 Sedangkan mazhab Maliki membedakan hutang 
piutang yang bersumber dari jual beli dan hutang piutang yang murni. Dalam 
hutang piutang yang bersumber dari jual beli penambahan pembayaran 
adalah boleh. Sedangkan pada hutang piutang yang murni penambahan 
pembayaran yang meskipun tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena 
telah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat hukumnya haram, yang boleh 





3. Rukun dan Syarat al-Qard{ 
Agar akad yang dilakukan dalam Qard{ menjadi sah, maka Rukun 
Qard{ sebagai berikut:  
a. Muqrid{ (pemberi pinjaman) 
b. Muqtarid{ (peminjam) 
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c. Qarad{ (harta yang dipinjamkan atau objek akad) 
d. Sigat (ijab dan qabul)39 
 
1) Muqrid{ (Pemberi pinjaman) harus ahliyat tabarru’. Artinya muqrid{ 
harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya 
secara mutlak menurut pandangan syariat. Ikhtiyar (tampa paksaan). 
Muqrid{ dalam memberikan pinjaman, harus berdasarkan kehendaknya 




2) Muqtarid{ (peminjam) harus merupakan orang yang ahliyah 
muamalah. Maksudnya muqtarid{ sudah baligh ,berakal sehat, dan 
tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan 
untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). 
Sehingga anak kecil atau orang gila yang melakukan pinjaman tidak 
sah dan tidak memenuhi syarat.
41
 
3) Objek akad Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah berpendapat 
bahwa diperbolehkan melakukan Qard{ atas semua benda yang bisa 
dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan 
ditimbang seperti emas, perak, dan makanan maupun dari harta 
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qimmiyat seperti barang dagangan, binatang dan barang yang dijual 
satuan. Alasannya yaitu sesuatu yang dapat dijadikan objek salam 
dimiliki dengan akad jual beli dan di identifikasi dengan sifatnya, 
sehingga ia boleh dijadikan objek akad Qard{ seperti halnya barang 
yang ditakar dan ditimbang.
42
 
4) Sighat Akad merupakan Ijab, pernyataan pihak pertama mengenai 
perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan 
pihak kedua untuk menerimanya. Sighat akad dapat dilakukan secara 
lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas 
tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang 
telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Sighat akad sangat penting 
dalam rukun akad. Karena melalui akad tesebut maka akan diketahui 
maksud dari setiap pihak yang melakukakan transaksi, sighat akan 
dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut: 
a) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami. 
b) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian. 
c) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad Qard{ adalah sebagai berikut:  
a. Besarnya pinjaman (al-Qard{), harus diketahui dengan takaran timbangan 
atau jumlahnya. 
b. Sifat pinjaman  (al-Qard{) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.44 
c. Pinjaman (al-Qard{) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi 
tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang 




4. Berakhirnya Akad Al-Qard{ 
Akad Qard{ berakhir apabila qarad{ atau objek akad ada pada muqtarid{ 
(orang yang meminjam). telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid{ 
(pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu 
yang telah disepakati di awal perjanjian.  
Akad Qard{ juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang 
berakad karena alasan tertentu. Dan apabila muqtarid{ (orang yang berhutang) 
meninggal dunia maka Qard{ atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi 
tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang 
tersebut. Tetapi Qarad{ dapat dianggap lunas atau berakhir jika si muqrid{ 
(pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas. 
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1. Pengertian al-Ijarah  
Secara etimologi Al-Ijarah beraasal dari kata al-Ajru yang berarti al- 
‘Iwadh atau penggantian.46 \ 
 menurut istilah ilmu fikih disebut al-ajru>. Yang dimaksud upah (رجلاا) 
ialah suatu pemberian baik berupa uang atau sesuatu barang dari seseorang 
kepada orang lain sebagai balas jasa atau ganti tenaga yang dikeluarkan oleh 
orang yang bekerja untuk kepentingan orang yang memberikan pekerjaan.
47
 
Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan 
Ijarah, antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Menurut Hanafiyah bahwa Ijarah ialah: 
  َعْلا َنِم ٍةَدْوُصْقَم ٍةَمْوُلْعَم ٍةَعَف ْ نَم ُكْيِْلَتَ ٌدْيُِفي ٌدْقُع ٍضْوَِعب َِةرِخَأَتْسُمْلا ِْيْ  
  
 Artinya: ‚Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang 
diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.‛ 
b. Menurut Malikiyah bahwa Ijarah ialah: 
 َت ْس ِم َي ٌة  َّتلا َع ُقا ِد  َع َلى  َم ْن َف َع ٍة لآا َد ِم ِّى  َو َب ْع ِض  َ
لا ْن ُق ْو َلا ِن  
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 Artinya: ‚Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat 
manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan‛.48 
c. Menurut Ulama Syafi’iyah Ijarah ialah:  
 suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, 




Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa 
ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa 
adalah: menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau 
kekuatan. 
 
2. Dasar Hukum Al-Ijarah 
 Al-Ijarah dalam brntuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. 
Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh, bila 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’ 
berdasarkan ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma’ Ulama 
adapun dasar hukum yang membolehkan al-ijarah sebagai berikut: 
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al-Quran surat al-Thalaq ayat 6:    
… َأ ْنَِإف َّنُىَروُجُأ َّنُىُوتآَف ْمُكَل َنْعَضْر…  
 
 Artinya: ‚jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya‛50 
al-Quran surat al-Qashas ayat 26: 
 َأ َاي َاُهُاَدْحِإ ْتَلَاق( ُيِْملأا ُّيِوَقْلا َتْرَجْأَتْسا ِنَم َر ْ يَخ َّنِإ ُهْرِجْأَتْسا ِتَب٥٦) 
 
 Artinya: ‚Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Ya 
bapakku ambillah ia sebagai pekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya‛.51 
Rasulullah SAW bersabda:  
)وجام نباىاور( ُوَقَرَع ََّ َِيَ ْنَأ َلْب َق َُهرْجَأ َر ْ يِجَلأا اُْوطَْعأ 
Artinya: ‚Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering 
keringatnya‛. (HR. Ibnu Majah).52 
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)كازرلا دبع هاور( ُُوتَرْجُأ ُوَل ِّمَسُيْل َف ًار ْ يِجَأ َراَجَتْسا ِنَم 
 
 Artinya: ‚Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia 
menentukan upahnya  (HR. Abd ar-Razzaq dalam hadis munqathi’. Hadis ini 




3. Rukun dan Syarat al-Ijarah 
Menurut Hanafiyah, rukun al- ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul 
dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama 
rukun ijarah ada empat, yaitu:  
a. Orang yang berakad 
b. Sewa atau imbalan 
c. Manfaat 
d. Sigat  (ijab dan kabul)54 
Adapun syarat-syarat al-Ijarah yaitu sebagai berikut: 
1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi'iyah 
dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, 
apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang 
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gila Ijarah-nya tidak sah. Akan tetapi Ulama Hanafiyah dan Malikiyah 
berpendapat bahwa kedua orang orang yang berakad itu tidak harus 
mencapai usia balig. Oleh karenanya anak yang baru mumayyis  pun 
boleh melakukan akad al-Ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan 
walinya. 
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad 
al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, 
maka akad ijarah nya tidak sah. 
3. Manfaat yang menjadi objek Ijarah-nya harus diketahui, sehingga tidak 
muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi 
objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu bisa 
dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa 
lama manfaat itu ditangan penyewanya. 
4. Objek Ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan 
tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu Ulama ahli fiqih sepakat, bahwa tidak 
boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan 
dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 
5. Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab itu 
ulama ahli fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang 
untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan 







6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya 
menyewa orang untuk melaksanakan shalat utuk diri penyewa atau 
menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.  
7. Objek Ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan. Seperti rumah 
alat perkantoran dan lain-lain. 




C. Asas Keadilan dan Kerelaan dalam Islam  
Dalam melakukan tansaksi dibidang muamalah menurut Ismail 
Nawawi dalam bukunya Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam. 
Bahwa seseorang diharuskan untuk berlaku adil, dan melakukan transaksi 
tersebut berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan saling 
rela. Adapun asas keadilan dan kerelaan menurut beliau adalah: 
1. Asas Keadilan, Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis 
harus melakukan sesuai dengan haknya. Masing-masing berlaku secara 
adil (al-‘adalah), yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas 
keadilan ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku 
adil dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian 
                                                          
 
55







yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
56
 Dalam al-
Quran surat an-Nahl ayat 90: 
 ْغ َبْلاَو ِرَكْنُمْلاَو ِءاَشْحَفْلا ِنَع ىَه ْ ن َيَو َبَْرُقْلا يِذ ِءاَتيِإَو ِناَسْحلإاَو ِلْدَعْلِاب ُرُمَْأي َوَّللا َّنِإ ِي
( َنوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكُظَِعي٠٢) 
 
 Artinya: ‚Sesungguhnaya Allah menyeru (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia emberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran‛.57 
2. Asas Kerelaan (Ar-Ridha), dalam melakukan perjanjian bisnis harus 
dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara 
kedua pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Hal ini disebutkan 
dalam surat an-Nisa ayat 29: 
 َّلا اَهُّ َيأ َاي ْمُكْنِم ٍضَار َت ْنَع ًَةراَِتَ َنوُكَت ْنَأ لاِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت لا اوُنَمآ َنيِذ
( اًميِحَر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت لاَو٥٠) 
 
 Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan 
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janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha 
penyayang kepadamu.‛58 
 Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu 
perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau suka rela. Tidak 
dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, 
dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi dapat 
membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan 
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BAB   III 
PENERAPAN AKAD QARD{  PADA PRODUK TALANGAN HAJI 
TAHUN 2012 DI BTN SYARIAH CABANG SURABAYA 
 
A. Berdirinya BTN Syariah Cabang Surabaya 
BTN Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank BTN 
(Persero). Tbk yang menjalankan bisnis dengan prinsip Syariah. BTN Syariah 
mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor 
Cabang Syariah pertama di Jakarta, sampai dengan Desember 2009 telah 
dibuka 20 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dengan 119 
Kantor Layanan Syariah. 
Tujuan dari pendirian UUS Bank BTN adalah untuk memenuhi 
kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan sesuai prinsip 
Syariah dan memberi manfaat yang setara, seimbang dalam pemenuhan 
kepentingan nasabah dan Bank. Sebagai bagian dari Bank BTN yang meru-
pakan Bank BUMN. BTN Syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan 
menghimpun dana masyarakat melalui produk-produk Giro, Tabungan, dan 
Deposito, dan menyalurkan kembali ke sektor riil melalui berbagai produk 
pembiayaan KPR, Multiguna, Investasi dan Modal Kerja. Sesuai dengan 








prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan bagi hasil antara Nasabah 
dan Bank. 
Adapun kantor BTN Syariah Cabang Surabaya bertempat di Jl. Raya 
Diponegoro No.29. kantor BTN Syariah cabang surabaya ini sangat strategis, 
karena terletak ditengah-tengah kota yang dapat dijangkau oleh kalangan 
masyarakat umum. Saat ini BTN Syariah Cabang Surabaya telah memiliki 
Dua Kantor Cabang Pembantu, antara lain Kantor Cabang Pembantu Syariah 
Surabaya Jl. Embong Kenongo No.3 Surabaya 60271 dan Kantor Cabang 
Pembantu Syariah Jombang. 
1. Visi dan Misi BTN Syariah 
Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang 
merupakan Strategic Business Unit dengan peran untuk meningkatkan 
pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di 
masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis 
perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani. 
Visi dari BTN Syariah : 
"Menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka 









Misi BTN Syariah : 
a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN. 
b. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam 
pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait 
sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh 
pangsa pasar yang diharapkan. 
c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah 
sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi 
perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value. 
d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap 
stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah. 
2. Tujuan Pendirian Bank BTN Syariah 
a. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa 
keuangan syariah. 
b. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank. 
c. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan 
usaha. 
d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah 
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C. Penerapan Akad Qard{  Pada Produk Talangan Haji  
Adapun praktek dari Akad Qard{ di BTN Syariah Cabang Surabaya 
yaitu sebagai produk talangan haji, dimana BTN syariah memberikan dana 
talangan kepada nasabah yang membutuhkan atau kekurangan dana guna 
memperoleh seat porsi haji pada saat pelunasan BPIH (biaya perjalanan 
ibadah haji). Dalam hal ini pada tahun 2012 BTN syariah pada tahun 2012, 
memberikan dana talangan sampai 100% atau 25.000.000. Nasabah talangan 
haji membayar atau mengangsur  sebesar pokok pinjaman ditambah biaya-
biaya administrasi yang harus dibayar setiap tahunnya. Dan Besarnya biaya 
administrasi atau nominal yang ditentukan BTN syariah tersebut berdasarkan 
pada pemberian jumlah al-Qard{ (pinjaman). Jangka waktu yang ditentukan 
BTN Syariah Cabang Surabaya yaitu 5 (lima) tahun dengan ketentuan  
pembayaran yang fleksibel (angsuran tidak harus dibayar tiap bulan) artinya 
nasabah talangan haji dapat membayar anggsuran tersebut pada akhir periode 




 Mengenai cara perhitungan biaya administrasi tersebut yakni 
misalnya jumlah talangan haji sebesar 24.000.000 maka fee yang didapat oleh 
BTN Syariah Cabang Surabaya adalah: 2160.000 x 100% = 2.160.000 : 
                                                          







24.000.000 =  9%. Jadi biaya administrasi yang diambil oleh bank tersebut 
sebesar  9% dari jumlah talangan. 
 
D. Produk Talangan Haji BTN Syariah Cabang Surabaya 
Menunaikan ibadah haji merupakan harapan setiap muslim, namun 
niat tersebut seringkali tidak mudah untuk segera direalisasikan mengingat 
banyaknya jumlah umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji sedangkan 
jumlah kuota (batasan maksimal) suatu Negara untuk dapat mengirimkan 
jamaah pada tahun tertentu sangat terbatas. khususnya diindonesia sendiri 
yang mayoritas muslim. Maka dari itu BTN syariah memperkenalkan produk 
talangan haji ini pada bulan juni 2011. Dalam rangka mengurangi kendala 
keterbatasan kuota dan membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah 
haji serta memberikan kepastian keberangkatan haji dengan cara 
mendapatkan nomor seat porsi haji. BTN syariah telah mempersiapkan Dua 
paket pembiayaan talangan haji yaitu untuk nasabah payroll
61
 dan untuk 
nasabah non payroll.
62
 Khusus untuk nasabah payroll dana talangan yang 
diberikan 25 juta. Dan untuk nasabah umum dana yang dikucurkan hanya 
samapai 24 juta. 
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 Payroll adalah istilah untuk nasabah yang melakukan pemotongan gaji untuk mengangsur 
 pembiayaannya karena institusi atau perusahaan tempat nasabah bekerja bermitra dengan 
 BTN Syariah  
 62Non Payroll adalah Nasabah biaya yang tidak melakukan pemotongan gaji untuk 







Pembiayaan Talangan Haji ini merupakan pembiayaan dalam bentuk 
konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya 
setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan 
oleh Kementerian Agama sebesar 25.000.000, untuk mendapatkan nomor 
seat porsi haji dengan menggunakan akad Qard{. Dan BTN syariah 
memberikan kemudahan kepada calon nasabah pembiayaan talangan haji 




1. Persyaratan Permohonan Pembiayaan 
a. Warga  negara  indonesia 
b. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan 
tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum) 
c. Mempunyai rekening tabungan BTN  haji iB dan tabungan BTN haji 
dengan saldo minimal Rp. 1.500.000,- 
d. Fotocopy kartu identitas KTP/sim/paspor yang masih berlaku), 
Fotocopy kartu keluarga, foto copy NPWP/SPT, pas foto terbaru 
nasabah dan pasangan. 
                                                          










e. Melengkapi formulir permohonan pembiayaan talangan haji BTN iB. 
2. Adapun manfaat dari produk talangan haji yaitu sebagai berikut : 
a. Mewujudkan impian menunaikan ibadah haji. Karena nasabah dijamin 
mendapatkan nomer  porsi haji meskipun dana nasabah tidak 
mencukupi untuk pembayaran biaya perjalanan ibadah haji. 
b. Terhubung atau Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama. 
Sehingga memperoleh kepastian nomer porsi keberangkatan ibadah 
haji. 
c. Proses pemberian talangan haji relatif cepat, sehingga keberangkatan 
ibadah haji dapat terencana dan tidak harus menunggu lama. 
d. Pengembalian pinjaman fleksibel, Nasabah dapat mengangsur setiap 





E. Prosedur Permohonan Talangan Haji 
Prosedur pengajuan talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya 
yaitu, nasabah atau anggota KBIH mendatangi konter teknisi pembiayaan di 
BTN syariah untuk mengajukan pembiayaan talangan haji dengan mengisi 
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formulir permohonan pembiayaan, disertakan membawa dokumen pendukung 
yang diperlukan atau persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BTN 
syariah untuk mendapatkan seat porsi haji. Kemudian BTN syariah akan 
memproses permohonan nasabah tersebut dengan menganalisa terlebih 
dahulu berdasarkan kebijakan yang sudah ditentukan di BTN syariah. 
Setelah permohonan pembiayaan disetujui, BTN syariah dan Nasabah 
melakukan penandatanganan akad perjanjian pembiayaan haji dengan prinsip 
Qard{. Kemudian BTN syariah memberikan dana talangan haji dengan cara 
mentrasfer dana ke rekening BTN iB haji nasabah. Setelah dana ditrasfer, 
pihak nasabah atau anggota KBIH Berangkat ke Departemen Agama dengan 
membawa cetak rekening tabungan haji iB untuk mendapatkan nomer surat 
pendaftaran pergi haji (SPPH) dengan membayar setoran awal biaya 
perjalanan ibadah haji (BPIH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
Departemen Agama. Kemudian pihak nasabah calon haji kembali ke bank 
BTN Syariah untuk menyerahkan bukti SPPH guna memperoleh seat kursi 
haji di SISKOHAT (sistem komputerisasi haji terpada) atas nama nasabah 
calon haji. Dari pembiayaan haji tersebut nasabah harus membayar biaya 
administrasi pertahunnya sesuai dengan besarnya jumlah Qard{ atau talangan 
haji yang diberikan pihak bank.
65
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1. Mekanisme pembiayaan talangan haji66 
                            1 
 2         
                                         4 
 
 5             3 
Keterangan :  
1. Nasabah calon haji mengajukan permohonan pembiayaan talangan haji 
kepada BTN syariah. 
2. Kemudian BTN syariah menganalisa permohonan nasabah dan 
melakukan akad perjanjian pembiayaan talangan haji. 
3. Nasabah pergi ke Departemen Agama untuk menunjukan bukti 
pembayaran BPIH atau cetak rekening dari BTN syariah. 
4. Nasabah kembali ke BTN syariah untuk menyerahkan SPPH. 
5. Dan BTN syariah mengakses nomer seat porsi haji berdasarkan nama 
nasabah calon haji. 
                                                          





















Strata Plafond Biaya Admin/Thn 
Paket Amanah RP - 10.000.000 
825.000 
Paket Istiqamah 11.000.000 -15.000.000 
1.237.500 
Paket Mabrur 16.000.000 - 20.000.000 
1.650.000 
Paket Akbar 21.000.000 - 25.000.000 
2.062.500 






Paket sidiq RP - 10.000.000 900.000 
Paket tabligh 11.000.000 -15.000.000 1.350.000 
Paket iman 16.000.000 - 20.000.000 1.800.000 
Paket fatanah 21.000.000 - 24.000.000 2.160.000 
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Contoh perhitungan biaya administrasi pada pembiayaan talangan haji. 
Keterangan Jangka Waktu 
1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 
Rp. 10 juta           
Setoran awal  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Biaya 
administrasi 
900.00 1.800.000 2.700.000 3.600.000 4.500.000 
 Dana 
nasabah 
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
Total 
tabungan 
15.950.000 16.850.000 17.750.000 18.650.000 19.550.000 
Rp. 15 juta      
Setoran awal  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Biaya 
administrasi 
1.350.000 2.700.000 4.050.000 5400.000 6.750.000 
Dana nasabah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Total 
tabungan 
11.400.000 12.750.000 14.100.000 15.450.000 16.800.000 







Setoran awal  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Biaya 
administrasi 
1.800.000 3.600.000 5.400.000 7.200.000 9.000.000 
Dana nasabah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
Total 
tabungan 
6.850.000 8.650.000 10.450.000 12.250.000 14.50.000 
RP 24 juta      
Setoran awal  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Biaya 
administrasi 
2.160.000 4.320.000 6.480.000 8.640.000 10.800.000 
Dana nasabah 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Total 
tabungan 















Data Nasabaah BTN Syariah Cabang Surabaya 
Keterangan 
Nama J.Waktu Pinjaman Biaya Admin  Angsuran 
1.Siti Fatimah  2 tahun Rp. 15.000.000 9% : 100 = 0.09 x 
15.000.000 
= 1.350.000 x 2 
(tahun) = 2.750.000 
Rp. 15.000.000 
: 24 (bulan)  
=  6.25.000  
 
2.Abd.Huzain 5 tahun Rp. 24.000.000 9% : 100 = 0.09 x 
 24.000.000 
= 2.160.000 x 5 
(tahun) 
=  10.800.000  
Rp. 24.000.000  
: 60 (bulan) 
 = 400.000 
3. Nurul Huda  5 tahun 24.000.000 9% : 100 = 0.09 x 
 24.000.000 
= 2.160.000 x 5 
(tahun) 
=  10.800.000 
Rp. 24.000.000 
: 60 bulan 
= 400.000 
4.Yusuf Effendi  3 tahun 20.000.000 9% : 100 = 0.09 x 
20.000.000  









3 tahun 20.000.000 9% : 100 = 0.09 x 
20.000.000  
= 1.800.000 x 3 
(tahun) =5.400.000 
Rp.20.000.000 










1. Nasabah talangan haji yang bernama Siti Fatimah melakukan 
pembiayaan talangan haji pada tanggal 05 agustus, 2011 berdasarkan 
paket tabligh, dana talangan siti fatimah Rp.15.000.000, dengan jangka 
waktu 2 tahun. biaya administrasi selama setahun harus dibayar di awal 
akad Rp.1.350.000. dan biaya administrasi 1 tahun selanjutnya harus 
dibayar pada tanggal 05 agustus 2012. pembayaran rutin  dilakukan 
setiap bulannya 
2. Nasabah yang bernama Abd Huzain mengambil pembiayaan talangan haji 
sebesar 24.000.000, pada tanggal 18 februari 2012, jangka waktu  5 
tahun. biaya administrasi tahun pertama dibayar saat akad persetujuan 
talangan haji 2.160.000. biaya administrasi selanjutnya dibayar pada 
tanggal 18 februari. untuk angsuran abdul khuzain membayar setiap bulan 
dengan nominal 400.000 selama 60 bulan. 
3. Nurul Huda menerima dana talangan haji pada tanggal 15 juli tahun 2011 
Rp. 24.000.000 dengan plafond paket fatanah, jangka waktu 5 tahun. 
Biaya administrasti pertahun 2.160.000 yang harus dibayar diawal. 
kemudian biaya administrasi dibayar tiap tanggal 15 juli pertahun 
depannya. achmad nurul huda tidak setiap bulan membayar angsuran 







4.  Nasabah talangan haji  Yusuf Effendi mengambil pembiayaan dengan 
paket iman Rp.20.000.000 pada tanggal 15 april 2012. biaya administrasi 
yang harus dibayar pertahun sebesar 1.800.000. sistem angsuran yang 
digunakan oleh Yusuf Effendi tidak mengacu pada bulan terjadinya akad 
tetapi secara proporsional ( tergantung tersedianya dana). 
5. Serupa dengan Yusuf Effendi, nasabah talangan haji yang bernama 
Yulianti Pratiwi yang merupakan pasangan suami istri juga melakukan 
pembayaran secara proporsional. 
 
F. Kebijakan pembiayaan 
Maksimum pembiayaan di BTN syariah untuk nasabah payroll 
sebesar 25 juta sedangkan untuk nasabah non payroll maksimum pembiayaan 
24 juta. Nasabah harus melunasi angsuran dana talangan haji pada saat jatuh 
tempo atau pada saat akad berakhir. Jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak 
dapat melunasi kewajibannya, maka ada dua opsi yang ditawarkan BTN 
syariah kepada nasabah yaitu pilihan pertama nasabah calon haji dapat 
memperbarui akad Qard{ kembali dan  pilihan kedua, nasabah atau pihak bank 
membatalkan perjalanan pergi haji. 
Pihak BTN syariah berhak melakukan pembatalan kepada 







Agama untuk kemudian di transfer ke rekening BTN syariah. Oleh karena itu 
diawal akad perjanjian, selain mengisi formulir permohonan fasilitas 
pembiayaan talangan haji, nasabah juga mengisi formulir penarikan dana di 
rekening tabungan haji iB (untuk mempermudah bank apabila nasabah tidak 
bisa membayar angsuran sampai jatuh tempo sehingga bank tidak perlu 
mencari nasabah), formulir pembatalan serta pengembalian dana setoran 
BPIH, dan surat kuasa penarikan dana oleh bank, proses tersebut dilakukan 
pihak bank apabila dikemudian hari terjadi pembatalan baik itu dari pihak 
bank atau dari keinginan pihak nasabah sendiri untuk mengundurksn diri. 
Apabila nasabah dapat melunasi dana talangan sebelum jatuh tempo maka 
biaya administrasi dihitung secara proporsional artinya biaya administrasi 
dihitung pada bulan berjalan.  
 
G. Analisa pembiayaaan 
Di BTN Syariah mengenai analisa pembiayaan pada permohonan 
talangan haji tidak ada analisa yang sangat spesifik seperti pembiayaan 
lainnya. Hal ini disebabkan pembiayaan talangn haji tidak mempunyai resiko. 
Karena jika suatu saat nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka 
pihak BTN syariah dapat menarik dana melalui Departemen Agama. Pada 
pembiayaan talangan haji ini pihak bank hanya menganalisa dari kelengkapan 







sudah berkeluaga) dan dokumen lainya dengan system Cek List. Bank BTN 
syariah juga menganalisa dari pekerjaan calon nasabah talangan haji untuk 
mengetahui usaha yang jelas terkait kemampuan nasabah dalam membayar 


















BAB   IV 
ANALISIS  STUDI  PENERAPAN AKAD QARD{ PADA PRODUK 
TALANGAN  HAJI TAHUN 2012 DI BTN SYARIAH CABANG 
SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
 
A. Analisis terhadap Penerapan Akad Qard{  pada Produk Talangan Haji di BTN 
Syariah Cabang  Surabaya  dari segi Akad 
Penerapan dari akad Qard{ di BTN Syariah Cabang Surabaya yang 
digunakan pada produk talangan haji yaitu hutang piutang yang diberikan 
kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan untuk menperoleh seat 
porsi haji. Muqtarid{ atau nasabah nantinya membayar hutang tersebut 
sebesar pokok pinjaman saja sesuai dengan jangka waktu yang telah 
disepakati dalam perjanjian. Dari praktik hutang piutang di BTN Syariah 
Cabang Surabaya, penulis dapat menganalisa bahwa penerapan akad Qard{ 
pada produk talangan haji diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan 
hukum  Islam. Sebab pihak bank selaku muqrid{ tidak mengambil keuntungan 
atau manfaat dari pemberian pinjaman tersebut, hal ini terlihat dengan 
adanya pengembalian pokok pinjaman saja. Sebab dalam Islam sendiri akad 









belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, dan salah satu sarana 
mendekatkan diri kepada Allah SWT.
68
 Sebagaimana dalam al-Quran Surat 
al-Hadid ayat: 11 
 ٌيِرَك ٌرْجَأ ُوَلَو ُوَل ُوَفِعاَضُي َف اًنَسَح اًضْر َق َوَّللا ُضِرْق ُي يِذَّلا اَذ ْنَم   
 
 Artinya: ‚Siapakah yang mau meminjamkan kepada allah pinjaman 
yang baik, maka allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak‛69 
Namun dalam memberikan pinjaman talangan haji dengan akad Qard{  
pihak BTN Syariah Cabang Surabaya membebankan biaya administrasi  
kepada nasabah talangan haji untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan 
oleh BTN Syariah Cabang Surabaya selama proses transaksi perjanjian 
sampai berakhirnya suatu akad. Adapun biaya administrasi yang ditetapkan 
oleh pihak bank tergantung pada besar kecilnya pinjaman (Qard){ yang 
diberikan kepada nasabah talangan haji, yang meliputi biaya peninjauan 
kelayakan proyek, biaya dokumen operasonal, biaya jasa kepengurusan dan 
lain-lainya.  Karena seharusnya biaya administrasi diperbolehkan pada batas 
kewajaran, artinya biaya administrasi harus sesuai dengan kebutuhan 
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operasional kontrak perjanjian. Sehingga biaya administrasi bukan termasuk 
dalam katagori pendapatan bank melainkan biaya operasional semata.
70
 
Dari fakta-fakta pada mekanisme akad Qard{ pada produk talangan 
haji di BTN Syariah Cabang Surabaya, penulis dapat menganalisa bahwa 
penerapan akad Qard{ tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Sebagaimana menurut fatwa MUI NO 19/ DSN-MUI / IV/ 2001 tentang 
Aturan umum al-Qard{  bahwa : 
1. al-Qard{ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid{) yang 
memerlukan.  
2. Nasabah al-Qard{ wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada 
waktu yang telah disepakati bersama. 
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 
5.  Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 
6.  Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan 
ketidakmampuannya, LKS dapat: 
a.  memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 
b.  menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.  
                                                          








1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan 
sebagian atau seluruh kewajibannya bukan karena ketidakmampuannya, 
LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 
2.  Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 
dapat berupa dan tidak terbatas pada-penjualan barang jaminan. 
3.    Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi 
kewajibannya secara penuh   
Di BTN Syariah Cabang Surabaya, jika nasabah belum bisa melunasi 
hutang tersebut maka nasabah harus melakukan pembaruan akad tujuannya 
supaya pihak BTN syariah tidak membatalkan seat porsi haji di Departemen 
Agama. Dengan demikian nasabah juga harus membayar biaya administrasi 
kembali pertahunnya. Ketentuan melakukan pembaruan akad dengan 
membayar biaya administrasi kembali, merupakan bentuk pembayaran atau 
sanksi karena pihak nasabah tidak melunasi hutangnya pada waktu yang 
telah disepakati. Ketentuan tersebut wajar dan diperbolehkan mengingat 
nasabah telah lalai dalam membayar hutangnya. Karena nasabah  pembiayaan 
talangan haji oleh BTN Syariah Cabang Surabaya dianggap mampu dan 
sanggup membayar hutangnya melalui analisa awal yang dilakukan oleh 







sehingga pihak BTN Syariah Cabang Surabaya tidak perlu menghapus 
sebagian atau seluruh hutang nasabah talangan haji. 
 
B. Analisis  Biaya Administrasi  Akad Qard{  pada Produk Talangan Haji di 
BTN Syariah Cabang Surabaya.  
Pada dasarnya seiring dengan perkembangan dunia keuangan ekonomi 
diperbolehkan memungut biaya administrasi, misalnya biaya materai, 
peninjauan kelayakan proyek, dan lain-lain. Pada akad Qard{ yang merupakan 
akad non profit dalam hal ini biaya administrasi harus dinyatakan dalam 
nominal bukan persentase. Sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti serta 
terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.  
 Di BTN Syariah Cabang Surabaya biaya adminitrasi sudah sesuai 
dinyatakan dalam bentuk nominal, dan mengenai pembebanan biaya 
administrasi kepada nasabah talangan haji yakni merupakan ujrah atau upah 
yang diterima BTN Syariah Cabang Surabaya karena telah memproses dan 
melayani nasabah talangan haji mulai awal akad perjanjian berlangsung 
sampai berakhirnya suatu perjanjian. Seperti proses analisa agar pengajuan 
pengurusan pembiayaan talangan haji disetujui, proses pencatatan dan 
penyimpanan dokumen-dokumen nasabah serta proses pengurusan seat porsi 







telah bekerja dan terkuras tenaganya untuk mengurusi hal-hal yang 
dibutuhkannya, maka ia (pekerja) wajib menerima upah (ujrah). Sebagaimana 
dalam  al-Quran surat al-Thalaq ayat 6:  
 ْنَِإف  َنْعَضَْرأ  ْمُكَل  َّنُىُوتآَف  َّنُىَروُُجأ  
 Artinya: ‚ jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya‛71 
Dan menurut analisa penulis, mengenai biaya administrasi pada 
produk talangan haji tidak melanggar aturan syariat dan diperbolehkan. 
Sebab nasabah telah menerima jasa dari BTN Syariah Cabang Surabaya. 
Dasar pemberian upah juga dipertegas oleh hadis Nabi SAW:  
)كازرلا دبع هاور( ُُوتَرْجُأ ُوَل ِّمَسُيْل َف ًار ْ يِجَأ َراَجَتْسا ِنَم 
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C. Analisis Penerapan Akad Qard{  pada produk talangan haji di BTN Syariah 
Cabang Surabaya dari segi Anta Radhin Min Kum. 
Dalam Islam dikenal adanya kebebasan dalam melakukan perjanjian 
di bidang muamalah. Seseorang boleh membuat akad atau perjanjian sesuai 
dengan kehendaknya sendiri meskipun akad-akad tersebut tidak diatur dalam 
al-Quran dan as-Sunnah. Bagi pihak-pihak yang berakad bebas membuat 
syarat atau ketentuan dalam akad sesuai dengan kehendaknya. Tetapi 
kebebasan disini bukan berarti bebas tanpa batas-batas tertentu. Islam tetap 
melindungi hak manusia dengan menjunjung tinggi keadilan dan melarang 
setiap kebatilan. Telah dijelaskan pada bab II, al-Quran surat an-Nisa’ ayat 
29 bahwa: 
 ِم ٍضَار َت ْنَع ًَةراَِتَ َنوُكَت ْنَأ لاِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت لا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي لاَو ْمُكْن
 َناَك َوَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت ( اًميِحَر ْمُكِب٥٠) 
   
 
Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha 
penyayang kepadamu.‛73 
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Penerapan akad Qard{ pada produk talangan haji di BTN Syariah 
Cabang Surabaya ini yakni jika dikaitkan dari segi Anta Radhin Min Kum, 
menurut analisisa penulis bahwa kerelaan yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak itu merupakan bentuk kesepakatan antara nasabah dan pihak BTN 
Syariah Cabang Surabaya. Dimana pada transaksi pembiayaan talangan haji, 
nasabah menyetujui dan tidak keberatan terhadap biaya-biaya administrasi 
yang dibebankan oleh pihak BTN Syariah Cabang Surabaya. Karena dari 
akad tersebut nasabah merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhannya dalam 
hal kepengurusan mendapatkan seat porsi haji atau nomer antrian haji. 
Sehingga penerapan dari akad Qard{{{ pada produk talangan haji dengan 
membebankan biaya administrasi diperbolehkan. Karena pada praktiknya 
BTN Syariah Cabang Surabaya hanya mengambil biaya administrasi untuk 
operasional akad, dan nasabah tidak merasa terdhalimi dengan  pengambilan 
biaya administarsi itu. Oleh karena itu mengenai asas keadilan dalam 
transaksi, antara kedua belah pihak sudah terpenuhi pada saat melakukan 














Dari pemaparan diatas, dan berdasarkan fakta-fakta lapangan 
mengenai Studi Penerapan Akad Qard{ pada Produk Talangan Haji di BTN 
Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Penerapan akad Qard{ pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang 
Surabaya merupakan pinjaman yang diberikan bank (muqrid{) kepada 
nasabah untuk membantu keuangan nasabah yang kekurangan pada saat 
melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) agar mendapatan kepastian 
pemberagkatan ibadah haji. BTN syariah memberikan dana talangan 
hingga mencapai 25.000.000. dengan ketentuan nasabah talangan haji 
harus membayar biaya administrasi pertahunnya sesuai dengan jangka 
waktu yang telah diperjanjikan pada akad diawal. Dengan nominal yang 
cukup besar dan mengenai jumlah biaya administrasi yang harus dibayar 









2. Dalam perspektif hukum Islam, mengenai penerapan atau praktik akad 
Qard{ pada produk talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang 
Surabaya, diperbolehkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan 
oleh hukum Islam. Karena  BTN Syariah Cabang Surabaya tidak 
mengambil keuntungan dari akad Qard{. Tetapi BTN Syariah Cabang 
Surabaya mengambil biaya administrasi sebagai ujrah atau fee  dari 
kepengurusan kontrak perjanjian, karena nasabah telah menggunakan jasa 
bank dalam hal operasional yang diperlukan dalam akad perjanjian.  
 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada BTN Syariah Cabang Surabaya agar terus 
berevaluasi, dan meningkatkan pengetahuan dibidang muamalah agar 
dapat menciptakan suatu produk yang sesuai dengan ketentuan hukum 
Islam dan tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang mencari 
keuntungan pribadi saja tetapi dapat membantu perkembangan 
perekonomian masyarakat secara syar’i. 
2. Disarankan kepada BTN Syariah Cabang Surabaya, supaya dalam 
menetapkan jumlah nominal biaya administrasi tersebut harus 
merupakan biaya dari seluruh biaya operasional yang dikeluarkan 
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